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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1/PMK.06/2013 
TENTANG 

PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP             
PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, penetapan 
nilai Barang Milik Negara dalam rangka 
penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan 
dengan berpedoman pada Standar Akuntansi 
Pemerintahan; 

  b.  bahwa berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan 
biaya perolehan aset tersebut dikurangi 
akumulasi penyusutan; 

  c. bahwa agar penyusutan Barang Milik Negara 
berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara 
efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu 
adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi 
entitas Pemerintah Pusat dalam melakukan 
penyusutan tersebut; 
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  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa 
Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

  2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana 
teIah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4855); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

  5.  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi 
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, 
Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 142); 
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  6.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi 
Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011; 

  7.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan 
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada 
Pemerintah Pusat; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 
ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua 
barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset 
Tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 
12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 
digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum. 

3. Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, yang selanjutnya 
disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan 
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.  

4. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan 
digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik 
atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari 
aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 

5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung 
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan 
pengelolaan Barang Milik Negara. 
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6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
Barang Milik Negara. 

7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

8. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah 
atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan 
atas Laporan Keuangan. 

9. Laporan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat LBMN, 
adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan 
posisi Barang Milik Negara pada awal dan akhir suatu periode serta 
mutasi Barang Milik Negara yang terjadi selama periode tersebut. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini mengatur Penyusutan Aset Tetap, yang berada 
dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk 
yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMN. 

(2) Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang 
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Kementerian/Lembaga yang diserahkan kepada Pengelola Barang 
(Aset Idle).  

Bagian Ketiga 
Tujuan 
Pasal 3 

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk: 

a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat 
ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat; 

b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat 
suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam 
beberapa tahun ke depan; 

c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam 
menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk 
mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki. 
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BAB II 
OBJEK PENYUSUTAN 

Pasal 4 
(1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa: 

a. gedung dan bangunan;  

b. peralatan dan mesin;  
c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan 

d. Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik 
modern. 

(2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca 
berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan 
sebagaimana layaknya Aset Tetap.  

(3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap: 
a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber 

yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk 
dilakukan penghapusannya; dan  

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah 
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 
penghapusan. 

Pasal 5 
Aset Tetap Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
d merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja 
atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan 
kapitalisasi Aset Tetap.  

Pasal 6 
(1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber 

yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk 
dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (3) huruf a: 
a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang; 
b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, 

Laporan Barang Pengguna, LBMN, dan Neraca; dan 
c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan 

atas Laporan Keuangan. 

(2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang 
telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus 
dari Daftar Barang Hilang. 
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